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Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak 

ABSTRAK:  Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro merupakan kewenangan dan 

tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembiayaan 

melalui penyediaan dana berupa pinjaman lunak yang disalurkan melalui bank, 

koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya untuk mengembangkan 

dan memperkuat permodalan usaha mikro. Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan 

iklim usaha perlu mengatur mengenai pendanaan bagi Usaha Mikro, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak 

 Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU 

No.23 Tahun 2014 

 Dalam peraturan diatur tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak , 

termasuk mengatur juga tentang Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. 

bentuk dan sumber Pinjaman Lunak: b. pengelolaan Pinjaman Lunak; c. penyaluran 

Pinjaman Lunak; d. penerima Pinjaman Lunak; e. mekanisme Pengembalian Pinjaman 

Lunak; f. lembaga Penjamin; g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan h. pembinaan 

dan pengawasan 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. 

 Peraturan yang Akan Diatur: Ketentuan mengenai penyaluran dan pencairan Pinjaman 

Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati; 

Ketentuan mengenai Tata cara pengembalian Pinjaman Lunak dan bunga dan/atau 

bagi hasil Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Bupati; Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 10 hlm 

 


